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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penetapan wilayah Landas Kontinen yang tidak dilandasi dengan norma 

hukum yang berlaku akan menyebabkan suatu sengketa. Penetapan Garis Landas 

Kontinen oleh  Cina, Taiwan dan Vietnam yang hanya berdasarkan sejarah 

kerajaan di masa lalu di wilayah Laut Cina Selatan tidak dapat di benarkan karena 

klaim tersebut tidak dilandasi Ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS III 1982. 

Cara penetapan sepihak tersebut dapat merugikan negara lain (Filipina, Malaysia, 

Brunai Darusalam dan Indonesia) yang mungkin juga memiliki hak di laut Cina 

Selatan. Cara penetapan Garis Landas Kontinen seharusnya mengikuti Ketentuan 

dalam UNCLOS III 1982 berikut :  

1. Penentuan garis pangkal negara – negara yang berada di Laut Cina Selatan 

sebagai titik awal pengukurun wilayah Landas Kontinen. Penentuan garis pangkal 

ini harus mengikuti Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UNCLOS III 1982. 

2. Penarikan garis sejauh 200 mil dari garis pangkal sesuai Ketentuan Pasal 4 

ayat (4) huruf (a) dan (b) UNCLOS III 1982. 

3. Penentuan garis batas terluar yang tidak boleh melebihi lebar 350 mil dari 

garis pangkal sesuai Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UNCCLOS III 1982. 

4. Untuk negara yang pantainya berhadapan seperti Cina dengan Vietnam dan 

Cina dengan Taiwan, wajib menjalankan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) sampai (4) 

UNCLOS III 1982. 
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B. Saran 

Dalam menetapkan Garis Batas Kontinen di Laut Cina Selatan, Cina, 

Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunai darusalam, Indonesia dan Vietnam sebaiknya 

menjadikan UNCLOS III 1982 sebagai landasan utama karena UNCLOS III 1982 

merupakan landasan hukum yang sah dalam penetapan garis Landas Kontinen, 

sehingga penetapan Landas Kontinen di Laut Cina Selatan dapat menjadi contoh 

positif  bagi perkembangan Hukum Laut Internasional. Karena dalam konflik ini 

salah satu negara pemilik hak veto yaitu Cina ikut terlibat secara langsung. Jika 

pemerintah Cina mau menggunakan Ketentuan dalam UNCLOS III 1982 maka 

mereka akan menjadi negara pemilik hak veto pertama yang bersedia 

mengutamakan kaidah Hukum Internasional yang berlaku dari pada menggunakan 

hak veto mereka dalam menyelesaikan sengketa internasional. Hal ini akan 

membuat mereka dihormati oleh negara – negara lain.   
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